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ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral dalam membentuk sebuah
keluarga. Pada dasarnya, semua agama di dunia ini menganjurkan penganutnya
untuk melaksanakan perkawinan. Tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan
pergaulan laki-laki dan wanita secara sah dan memiliki derajat yang luhur.
Asas perkawinan yang di syari’atkan Islam adalah kebersamaan hidup dalam
suasana rumah tangga yang harmonis, bukan hanya memenuhi kebutuhan nafsu
naluri semata-mata.

Akan tetapi, disisi lain perkawinan yang disyariatkan dalam Islam sendiri ada
dua yaitu monogami atau seorang suami hanya memiliki seorang istri begitu
juga sebaliknya, dan selanjutnya adalah poligami atau seorang suami beristri
lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Di masyarakat sendiri
perkawinan monogamilah yang terbanyak, beda halnya dengan poligami di
samping banyak kecaman, realitasnya di masyarakat perkawinan poligami ini
banyak menimbulkan permasalahan, walaupun tak menuntut kemungkinan
perkawinan monogami juga menmemui berbagai prahara dalam perjalanannya,
akan tetapi perkawinan monogamilah yang lebih mendukung terciptanya rumah
tangga sakinah mawaddah warahmah. Dari perdebatan mengenai poligami tadi tak
sedikit dari beberapa figur yang menolak poligami dan bahkan mengharamkannya,
salah satunya Siti Musdah Mulia yang beranggapan poligami haram lighairihi
(haram karena ekses yang ditimbulkannya). Di samping itu Siti musdah mulia
juga menolak pasal-pasal poligami di dalam KHI.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yang Dbersifat
kepustakaan mumi (library research), yaitu deskriptif analitis dengan
pendekatan conten analisis, yaitu menggambarkan secara umum tentang objek yang
akan diteliti.

Adapun hasil dari penelitian ini antara lain bahwa Siti Musdah Mulia
menganggap pasal-pasal poligami dalam KHI yang ada sekarang ini masih
tidak konsisten, dan juga cenderung bersifat patriarki atau lebih memihak
kepada kaum laki-laki dan lebih mendeskriminasikan kaum perempuan. Serta pasal-
pasal di KHI terdapat sejumlah ketentuan yang tidak lagi sesuai dengan hukum-
hukum nasional dan konvensi internasional yang telah disepakati bersama. Dan
kalau ditelaah dari sudut metodologi, corak hukum KHI masih mengesankan
replika hukum dari produk fikih jerih payah ulama zaman lampau. Kontruksi hukum
KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam
Indonesia, melainkan lebih mencerminkan penyesuaian-penyesuaian dari kitab-
kitab fikih.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memahami permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan
sosial masyarakat saat ini diperlukan adanya gagasan-gagasan baru dalam
berpikir. Kecenderungan ini tidaklah perlu ditakuti, bahkan hal ini adalah
indikasi positif bahwa masyarakat benar-benar ingin menjalankan tatanan sosial
dan tradisi berdasarkan logika dan nalar yang jernih. Islam sebagai agama yang
fleksibel yang tercermin dalam al-Quran dan sunnah, menyambut hangat reaksi
sosial ini. Kajian yang hangat dan kontroversial saat ini adalah poligami.
Meskipun polemik tentang poligami tidak bisa dikatakan sebagai hal yang baru,
akan tetapi karena pembahasan ini sensitif khususnya bagi kaum perempuan
sehingga topik ini selalu menarik untuk terus diperbincangkan.

Poligami dianggap sebagai salah satu bentuk ketidaksetaraan antara laki-
laki dan perempuan, karena pada dasarmya poligami merupakan sisa-sisa
perbudakan terhadap kaum perempuan, di mana orang yang berkuasa seperti raja,
pangeran, kepala suku, dan pemilik harta memperlakukan kaum perempuan

semata-mata sebagai pemuas nafsu seksual semata dan mengabdi pada dirinya.'

' Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan, Yogyakarta: LKiS, 2003, him. 212



Gugatan-gugatan terhadap ketidakadilan terhadap perempuan banyak
dilontarkan oleh beberapa kelompok aktivis perempuan yang berusaha untuk
memperjuangkan nasib kaumnya. Bahkan sebagian kelompok masyarakat,
poligami dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Logika argumentasi yang dipakai adalah bagaimana mungkin seorang laki-laki
dapat menikahi dan membagi cintanya kepada wanita lebih dari satu. Keadilan
semacam apa yang akan ditegakkan dalam membina rumah tangga dari seorang
ayah dan ibu yang lebih dari satu.

Mungkin dalam dimensi material manusia dapat memperjuangkannya,
namun siapa yang dapat berlaku adil dalam tataran immaterial (batiniah).
Padahal sebenarnya pada tataran inilah modal utama dalam membangun
mahligai rumzh tangga. Belum lagi persoalan psikologis keluarga yang pasti
membuat tidak kondusif, misalnya bagaimana anak-anaknya bersikap terhadap
ayah yang mempunyai isteri lebih dari satu, tentunya hal ini menjadi beban
psikologis tersendiri bagi anggota keluarga yang lain.

Poligami muncul karena hegemoni budaya yang sudah berlangsung selama
manusia ada dan mengakar dalam kehidupan masyarakat.® Sehingga dampak
yang timbul adalah semua aspek kehidupan memberikan kesan bahwa perempuan

hanya sebagai obyek kaum laki-laki. Para feminis berpendapat bahwa praktek

? Lihat Lembaran No. 17 tahun 1998 tentang Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap
Perempuan sebagaimana dikutip dalam Vony Ryneta Dalam “Jurnal Perempuan™: Edisi 3, him. 10.

* Qurasih Syihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat,
Bandung: Mizan, 2000, him. 111.

* Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender, Jakarta: Paramadina, 2001, him. 128



poligami dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender selama ini, karena
mempunyai sisi-sisi yang membuka peluang besar menempatkan perempuan
pada posisi sub-ordinat.’

Tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan poligami merupakan salah satu
fenomena penting dalam tema pokok perkawinan, termasuk dalam perkawinan
Islam. Di mana bentuk perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki (suami)
dengan lebih dari satu perempuan (isteri) tersebut diperbolehkan dan mendapat
legitimasi dalam nash syar’i. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat an-

Nisa ayat 3:

G sl G 1S3 Db GG S 3 kB YT e
£ oof. T olaefe U, LG EL. L7 2., 5.“,/",:, I f,
PP RO W REX SRV F (P SRRV Yl(..&g&o%s g Uy &)

(%) 15555

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan  yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka
(kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya™®

Ayat inilah yang memberikan justifikasi adanya pembolehan poligami
dalam Islam. Namun sebenarnya persoalan itu bukan pada keberadaan ayat ini,

namun interpretasi terhadap ayat inilah yang menjadi persoalan. Sehingga sering

* Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1996, him. 17

¢ Departemen Agama Rl, al-Qur’an dan Terjamahnya, Jakarta: Intermassa, 1986, hlm. 115



kali orang yang ingin melakukan sesuatu hal, mencari berbagai dalil pembenar
terhadap apa yang akan dilakukannya, tanpa melihat dan menganalisis aspek-
aspek lain yang saling berhubungan, termasuk poligami. Ironisnya poligami
justru seringkali dilakukan oleh orang yang dekat dengan kehidupan agama
(tokoh agama). Dengan mudah mereka melakukan justifikasi dan pembenaran
atas nama agama.’ Padahal keberadaan ayat (3: 4) ini diturunkan dalam keadaan
darurat dan bukan melambangkan prinsip dasar hukum (perkawinan) Islam.®
Melaksanakan poligami bukanlah hal mudah dan enak seperti yang
dibayangkan, karena sebenarnya poligami mémpunyai beberapa persyaratan
utama yang harus dipenuhi yaitu keadilan sebagaimana dalam ketentuan ayat di
atas. Para ahli hukum Islam, memberikan perincian berpoligami harus mampu
dalam hal-hal sebagai berikut:
1. Dia harus cukup dalam sumber keuangan (material) untuk memenuhi
kebutuhan isteri-isterinya yang dia nikahi.
2. Ia harus dapat berbuat adil kepada mereka, masing-masing isteri harus
diperlakukan secara sama dalam pemenuhan terhadap hal-hal yang

menyangkut perkawinan dan hak-hal lain harus dipenuhi.’

7 Suhadi, Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Agama, Budaya dan Wacana
Poligami, KOMPAS, Senin 16 Agustus 2002.

§ Muhammad Qutub, Islam Agama Pembebas, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001, hlm. 255

? Abdur Rahman 1. Doi, Women in Islam (Islamic Law), Kuala Lumpur: A. S. Noordeen,
1992, hlm. 51.
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bahkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud tidak tercantum dalam al-Qur'an.
Dalam artian apakah alasan kebolehan poligami sebagai tertuang dalam teks-teks
suci sama dengan alasan yang ditemukan dalam realitas sesungguhnya di
masyarakat.'' Misalnya pertama alasan ekonomi. Di zaman sekarang banyak
wanita yang memiliki kemampuan secara mandiri tanpa membutuhkan sokongan
laki-laki, sekarang ini tidak hanya laki-laki yang pandai bekerja, melakukan
pekerjaan, atau menjadi pekerja yang paling produktif di semua sektor ekonomi.
Dengan begitu poligami merupakan solusi yang sederhana untuk masalah
perekonomian yang komplek.

Kedua, alasan berpoligami ketika si isteri tidak dapat mempunyai
keturunan (mandul). Alasan ini juga tidak ada pejelasan secara jelas sebagai
alasan untuk berpoligami dalam al-Qur’an. Walaupun keinginan mempunyai
anak memang naluri alamiah. Tetapi kemandulan isteri atau suami tidak
meniadakan kesempatan bagi salah satunya untuk menikah maupun mengurus
dan mendidik anak. Masih banyak anak yatim dan fakir miskin yang menantikan
uluran tangan cinta dan perawatan dari pasangan tanpa anak. Memiliki anak dari
darah sendiri memang penting, namun dari penilaian akhir pada prinsipnya
adalah merawat dan mengasuh anak yang terpenting.

Ketiga, Untuk memuaskan nafsu laki-laki yang tidak terkendali yakni jika

kebutuhan seksual laki-laki tidak dapat terpuaskan dengan satu isteri, dia harus

' Siti Musdah Mulia,” fs/am Menggugat Poligami”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007,
him. 48



mempunyai dua, barangkali nafsunya lebih besar dari pada dua, maka dia harus
mempunyai tiga dan terus sampai empat orang isteri.'’ Dengan begitu bisa
dikatakan bahwa motif yang berkembang saat ini adalah bahwa menikah dengan
lebih dari satu isteri adalah hanya memenuhi nafsu dan hal tersebut secara tidak
langsung perempuan hanya sebagai lampiasan nafsu yang lambat laun
menghambat kebebasan hak, dengan demikian hal tersebut merupakan bentuk
kekerasan dan penindasan terhadap perempuan secara nyata.'?

Barangkali persoalan ini akan lebih menarik bila apa yang menjadi gagasan
Siti Musdah Mulia dikaitkan dengan konteks Indonesia yang merupakan salah
satu negara yang mengakomodir Poligami dalam Undang-undang negara yang
sah. Maka penulis mempuyai keinginan untuk mengangkat persoalan ini dalam
sebuah skripsi dengan judul “STUDI TENTANG PEMIKIRAN SITI MUSDAH
MULIA TENTANG POLIGAMI”. Dengan sebuah harapan bahwa skripsi ini
menambah khasanah infomasi tentang persoalan Poligami yang sampai saat ini
masih menjadi perdebatan sebagai kajian ulang pemikiran dalam pengembangan

kajian kontemporer.

B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam

skripsi ini adalah:

12 Abdur Rahman 1. Doi, Women in Syari’ah (Islamic Law), Kuala Lumpur: A.S. Noordeen,
1992, him. 52.
* lihat pada e-mail: apiknet@centrin.net.id.



1. Bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami?
2. Apa landasan berfikir Siti Musdah Mulia tentang poligami?

3. Bagaimana analisis tentang pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami?

Tujuan Penulisan Skripsi
Dari perumusan masalah di atas, maka penulisan skrip ini mempunyai
tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami.
2. Untuk mengetahui landasan berfikir Siti Musdah Mulia tentang poligami.
3. Untuk memahami analisis terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia tentang

poligami.

. Telaah Pustaka

Mengingat betapa menariknya diskursus tentang poligami, tentu tidak
sedikit karya ilmiah yang telah membahasnya. Dalam menulis sebuah skripsi ini,
terlebih dahulu penulis akan melakukan telaah pustaka dengan menelaah buku-
buku atau karya ilmiah lain agar tidak terjadi duplikasi dengan skripsi penulis.
Buku-buku dan karya ilmiah tentang poligami, baik yang sifatnya hasil
penclitian atau bukan, sudah banyak beredar di tengah masyarakat. Karena
penulis menyadari bahwa tema tentang poligami dan segala persoalan yang

melingkupinya akan selalu menjadi tema yang menarik untuk diperdebatkan.



Berikut ini di antara buku-buku dan karangan ilmiah yang membahas
tentang Poligami, wanita, dan gender: Murtadha Muthahari dalam bukunya
“Wanita dalam Islam” menekankan bahwa monogami adalah bentuk perkawinan
yang paling alami. Dalam monogami terdapat semangat eksklusif yang khusus,
yakni perasaan saling “memiliki” secara khusus dan individual, yang tentunya
berbeda dengan perasaan pemilikan secara material. Dalam monogami,
menurutnya, bahwa si isteri dan suami memahami perasaan, kasih sayang, dan
keuntungan seksual mereka sebagai milik dan hak timbal balik.'* Muthahari
lebih jelas mengulas fenomena poligami termasuk sebab-sebab historisnya, hak-
hak wanita dalam poligami, dan juga mengupas kerugian dan keburukan dalam
poligami.

Dalam “Tema Pokok al-Qur'an”, Fazlur Rahman menjelaskan bahwa
fenomena berpoligami (ketentuan dalam al-Qur’an ; 4: 3) merupakan hukum
formal adanya ketentuan poligami. Sedangkan keadilan sebagaimana disebut
Rahman adalah bentuk untuk mencapai “ideal moral yang harus diperjuangkan
masyarakat”. Karena keharusan berbuat adil tersebut dalam pernyataan al-
Qur’an sesuatu yang mustahil untuk dicapai (4: 129)."

Muhammad Syahrur dalam bukunya “Metodologi Fiqih Islam

Kontemporer” berpendapat bahwa Sesungguhnya Allah Swt tidak hanya sekedar

14 Murtadha Muthahari, Wanita dalam Islam, (tarj.) M. Hashem, Bandung: Pustaka, 2000,
hlm. 206
'* Fazlur Rahman, Tema Pokok al-Qur'an, Bandung; Pustaka , 1980.
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memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkan, namun dengan
dua syarat yang harus terpenuhi: Pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan
keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim ; kedua, harus terdapat
rasa khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim. Dengan persyaratan
ini, menurut Syahrur merupakan upaya defensif yang sangat efektif. Karena
disini Syahrur juga berpendapat bahwa konteks ayat poligami adalah dalam
kaitanya pemahaman sosial kemasyarakatan. Bukan hanya konsep biologis
(senggama), dan berkisar pada masalah anak-anak yatim dan berbuat adil
kepadanya. Namun substansi dari ayat tersebut adalah ajaran agar seseorang
mencukupkan diri dengan satu isteri saja.'®

M. Quraish Shihab dalam bukunya “Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudhu’i
atas Pelbagai Persoalan Umat” memberikan penafsiran terhadap ayat al-Qur’an
surat an-Nisa (4): 3 bahwa ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang
poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh Syari’at agama
dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau
menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun
merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan

dengan syarat yang tidak ringan.'’

' Muhammad Syahrur, Metodologi Figih Islam Kontemporer, (tarj.) Sahiron Syamsudin dan
Burhanudin, Yogyakarta: eISAQ, 2004, hlm, 429

'” M. Qurasih Syihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat,
Bandung: Mizan, 2000, hlm. 200
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Dalam skripsi Ninik Layliyah yang berjudul “Studi Pemikiran Asghar Ali
Engineer Tentang Poligami Relevansinya Dengan Keadilan Gender” Bahwa
keadilan adalah segala-galanya dalam kehidupan manusia. Menurut Engineer
nilai-nilai yang paling fundamental dalam Islam adalah keadilaan, persamaan
dan egaliter yaitu menempatkan semua anggota warganya pada posisi yang
setara baik dari sisi jenis kelamin dan latar belakang sosial. Dengan demikian
pendapat Asghar Ali Engineer tentang poligami sebagai bentuk pemahaman
yang tidak relevan dengan keadilan gender, hal tersebut didasarkan pada
semangat pembebasan terhadap kaum perempuan. Yaitu menempatkan wanita
pada posisi yang bermartabat, berkeadilan serta memberikan hak kepada wanita
untuk menentukan pilihan hidupnya secara sosial tanpa meninggalkan kodratnya
sebagai wanita.

Dan dalam skripsi Ali Jalalurrosyad yang berjudul "Analisis Terhadap
Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Perjanjian Untuk Tidak Berpoligami Dalam
Akad Nikah”. Dijelaskan bahwa menurut Ibnu Qudamah untuk tidak
berpoligami yang dilakukan sebelum akad nikah oleh suami dan isteri
merupakan suatu tujuan yang ingin memperbaiki dan menyamakan derajat kaum
wanita dengan istilah kesetaraan gender. Perjanjian tersebut terdapat
tanggungjawab dari suami yang sudah berjanji kepada isterinya, dengan arti hak

isteri diperhatikan.
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Dari uraian diatas, terlihat bahwa belum ditemukan penelitian tentang
pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai poligami. Maka judul skripsi penulis
yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang
poligami” berusaha mengkaji mengenai metodologi pemikiran kontemporer
yang mencoba melakukan rekonstruksi metodologis tentang bagaimana
menafsirkan al-Qur’an agar menghasilkan sebuah penafsiran yang sensitif
gender dan berkeadilan. Dengan gagasan yang kritis, ia juga berusaha
mengaplikasikan metodologi yang dibangunnya tersebut.

Karena penulis mempunyai kayakinan bahwa skripsi penulis belum pernah
ada yang membahas. Maka penulis dengan segala kayakinan dan i’tikad baik
akan membahas persoalan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan
pembahasan tersebut akan sedikit memberikan kortribusi bagi persoalan

keadilan sosial yang sedang dihadapi perempuan selama ini.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Berdasarkan judul di atas, maka menurut jenisya skripsi ini termasuk
dalam ketegori penelitiaan kepustakaan (Library Research). Dimana
penclitian ini berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan
dengan pokok persoalan yang dibahas, yaitu tentang “Studi Tentang

Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami”.
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2. Sumber Data
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana
data diperoleh'®. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:
a. Data primer
Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang
memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan
dan berkaitan dengan penelitian.” Dalam hal ini, penulis Menggunakan
buku primer yang ditulis langsung oleh Siti Musdah Mulia tentang
poligami yaitu Islam Menggugat Poligami, Jakarta, PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2007.
b. Data skunder
Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam
melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai
sumber data primer,” seperti dokumentasi (buku-buku atau karangan
ilmiah) dan lain-lain yang berkaitan dengan obyek penelitian,
diantaranya:
1) Murtadha Muthahhari, The Rights of Women in Islam, (tar.) M.

Hashem, Bandung: Lentera Basritama, 2000

18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suvatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka
Cipta, Cet. 11, 1998, him. 114

** Bambang Sungono. Metodologi Penelitian Hukum, h. 116

® Ibid., h. 117
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2) M. Sufyan Raji Abdullah, Poligami dan Eksistensinya, Jakarta:
Pustaka Alriyadl, 2004
3) Leli Nurohmah, Poligami Saatnya Melihat Realitas, Jakarta: Jurnal
Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Edisi 31, 2003
4) Muhammad Syahrur, Mefodologi Figih Islam Kontemporer, (tarj.)
Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, Yogyakarta: elSAQ, 2004
5) Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam
Perempuan, Yogyakarta: LKiS, 2003
3. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka atau Jetterer,
maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai artikel
serta buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian
memilah secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan
masalah yang dibahas.
4. Pendekatan
a. Hermeneutik
Adalah sebuah pendekatan pemahaman suatu teks atau peristiwa
yang terjadi pada masa lalu dapat dipahami dan secara ekstensial dapat
bermakna di dalam situasi kekinian. Dengan mencakup aturan-aturan
metodologis yang diterapkan di dalam penafsiran maupun asumsi-asumsi

estimologi pemahaman. Pendekatan ini kemudian akan melahirkan
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sebuah lingkaran yang disebut hermeneutik, yaitu proses dialog yang
berkesinambungan dan berlangsung antara teks dengan pembacanya.
Metode ini akan membantu memasuki lorong masa lalu untuk
menjelaskan bagaimana konteks ayat tentang poligami saat diturunkan,
schingga akan diketahui makna yang tepat sebagaimana tujuan ayat
tersebut.
b. Fenomenlogis

Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh kebenaran dengan
menangkap fenomena dan kecenderungan yang memancar dari obyek
penelitian yaitu pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami dengan
judul Islam Menggugat Poligami. Dengan pendekatan ini akan menggali
suatu pesan yang ada di balik pendapat Siti Musdah Mulia tentang
poligami. Termasuk menangkap pesan dari interpretasi dari pesan yang

ada dalam obyek penelitian.

5. Analisis Data
Dari data yang pernah penulis peroleh maka untuk menyusun dan
menganalisis data dipakai metode-metode sebagai berikut:
a. Deskriptif

Metode  diskriptif adalah untuk membantu dalam
menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam

situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang
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diinginkan.*' Skripsi ini merupakan kajian dari sebuah pemikiran
tokoh, maka dengan metode tersebut dapat digunakan untuk
menggambarkan dan menguraikan pemikiran Siti Musdah Mulia
sehingga akan mendapatkan titik pemahaman secara komprehensif
tentang poligami.

b. Content Analisys (analisis isi)

Karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa
informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam
menganalisis menggunakan teknik analisis dokumen yang sering
disebut dengan metode content analisys.?? Di samping itu, data yang
dipakai adalah data yang bersifat deskriptif (data tekstular) yang
hanya dianalisis menurut isinya.” Dengan ketentuan, hal tersebut
dilakukan secara obyektif dan sistematis.?*

Dengan metode content analisys akan dapat menganalisis
pendapat Siti Musdah Mulia tentang tidak diperbolehkannya
poligami sehingga akan diketahui latar belakang, dasar dan tujuan

dari gagasan dan pemikirannya.

2! Consuelo G. Sevilla (et. el), Pengantar Metode Penelitian, (tarj.) Alimuddin Tuwu, Jakarta:
UL Press, 1993, hlm. 73.

2 Ibid., hlm. 85

% Semardi Suryabrata, op. cit., him. 40

* Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rake Sarasin, 1996, hlm. 49
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F. Sistematika Penulisan

Sebelum menuju kepada pembahasan secara terperinci dari bab ke bab dan
halaman ke halaman yang lain, ada baiknya jika penulis memberikan gambaran
singkat sistematika penulisan yang akan disajikan. Dengan demikian diharapkan
dapat membantu pembaca untuk menangkap cakupan materi yang ada di
dalamnya secara integral. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah bab Pendahuluan yang berisi, Latar Belakang
Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi
Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab kedua berisi tentang Biografi Siti Musdah Mulia yang menjelaskan
tentang: biografi dan latar belakang Siti Musdah Mulia, karya intelektual Siti
Musdah Mulia, metodologi pemikiran Siti Musdah Mulia.

Bab ketiga merupakan data pokok dalam skripsi ini yaitu tentang
Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami, yang meliputi sub bab tentang
Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami dan dasar pemikiran Siti

Musdah Mulia tentang poligami.

Bab keempat adalah inti dari pokok bahasan dalam skripsi ini yaitu
Analisis Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami, yang
meliputi sub bab: analisis konsep dasar pemikiran Siti Musdah Mulia tentang
poligami dan analisis pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami dan

relevansinya terhadap konteks sekarang.
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Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang menjawab
pokok permasalahan, sedangkan saran-saran dapat menjadi semacam agenda

pembahasan lebih lanjut mengenai pembahasan poligami.



BABII

BIOGRAFI SITI MUSDAH MULIA

A. Biografi dan Aktivitas Keilmuan Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia dilahirkan di Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal 3
Maret 1959. Anak pertama dari enam bersaudara. Adapun ayahnya bernama
Mustamin Abdul Fatah, dan ibunya bernama Buaidah Achmad. Beliau menikah
pada tahun1984 dengan Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA. salah satu Dosen
Pascasarjana UIN Hidayatullah, Jakarta.

Pendidikan Formal Siti Musdah Mulia dimulai dari tingkat dasar dan
lanjutan pada sekolah yang berbeda-beda, seperti SD di Surabaya, tamat pada
tahun 1969; Pesantren As’adiyah, Sengkang, Sulawesi Selatan yang tamat tahun
1973 kemudian SMA Perguruan Islam Datumuseng, Makassar yang tamat pada
tahun 1974. Adapun pendidikan tingginya dimulai pada tahun 1980 dengan
menyelesaikan Program Sarjana Muda Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah di
UMI Makassar. Lalu Program S1 pada Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di IAIN
Alauddin, Makassar tamat tahun 1982. Untuk Program S2 Bidang Sejarah di
IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta diraih pada tahun 1992. Lima tahun kemudian,
yaitu tahun 1997, ia berhasil menyelesaikan Program S3 dan akhirnya
memperoleh gelar Doktor dalam bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN Syarif

Hidayatullah, Jakarta.
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Dia adalah perempuan pertama yang tercatat sebagai doktor terbaik IAIN
Syarif Hidayatullah dengan desertasi berjudul: Negara Islam: Pemikiran Husein
Haikal. Dia juga merupakan perempuan pertama yang dikukuhkan LIPI sebagai
APU (Ahli Peneliti Utama) di lingkungan Departemen Agama pada tahun 1999
dengan pidato pengukuhan: Potret Perempuan Dalam Lektur Agama
(Rekontruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis)

Di samping itu, Siti Musdah Mulia juga menempuh Pendidikan Non
Formal, antara lain kursus singkat mengenai Pendidikan HAM di Universitas
Chulalongkorn, Thailand pada tahun 2000. Di tahun yang sama juga kursus
singkat mengenai Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (Internasional
Visiator Program) di Amerika Serikat. Tahun 2001 mengikuti kursus singkat
Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason,
Virginia Amerika Serikat. Di tahun itu pula Siti Musdah Mulia kursus singkat
mengenai Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia. Mengiinjak tahun 2002,
beliau mengikuti kursus singkat Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di
Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka,
Bangladesh.

Siti Musdah Mulia juga seorang aktifis sekaligl;s seorang yang memimpin
lembaga, pergerakan, forum komunikasi juga perhimpunan. Beliau
berpengalaman organisasi sejak tahun 1978 sebagai ketua wilayah Ikatan Pelajar

Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU) Sulawesi Selatan periode 1978-1982.
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Dilanjutkan dengan menjadi ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan
Periode 1982-1989. Sampai sekarang beliau masih aktif bergabung dengan
organisasi atau lembaga yang membidangi agama, remaja, perempuan, dan
jender.

Siti Musdah Mulia juga aktif dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam
maupun di luar negeri terkait penyajian karya-karyanya, hal ini menjadi suatu
tema yang menjadi ruh pada setiap pemikiran karya-karyanya, antara lain
tentang sejarah, pemikiran, politik, agama, perempuan, kesetaraan dan keadilan,
poligami juga sejumlah artikel. Itulah sebabnya, ia banyak terlibat bahkan
memimpin organisasi yang memberikan banyak perhatian kepada upaya advokasi
sosial.

Di samping aktif dalam organisasi, Siti Musdah Mulia juga aktif dalam
pendidikan akademik. Ia aktif memberikan kuliah di sejumlah tingkat perguruan
tinggi baik tingkat Institut maupun Universitas, pada program S1 maupun
Pascasarjana. Sebagai seorang pemikir-reformis, beliau juga terlibat dalam
sejumlah penelitian Departemen Agama, Direktur Staf Ahli Menteri Negara
Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahan Diskriminasi dan

Perlindungan Minoritas. Dan sebagai Staf Ahli Menteri Agama RI. Bidang
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Pembinaan Hubungan Organisasi Kcégamaan Internasional. Juga menjabat

sebagai dircktur LKAJ (Lembaga Kajian Agama dan Jender). '

B. Karya Intelektual Siti Musdah Mulia
Siti Musdah Mulia sangat rajin dalam menuangkan ide-ide pemikirannya di

berbagai forum ilmiah baik dalam seminar, perkuliahan, lokakarya, maupun
simposium di berbagai tempat. Bahkan dalam mensosialisasikan pemikirannya,
Siti Musdah Mulia aktif menulis maupun sebagai penyunting di berbagai
penerbitan. Beliau termasuk tokoh feminis muslim yang cukup produktif,
sehingga mampu mengapresiasikan karyanya lewat beberapa buku yang telah ia
terbitkan. Di antara judul bukunya adalah:
1. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (1995).
2. Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir (1995).
3. Pemikiran Politik Haikal (1997)
4. Ensiklopedi Hukum Islam (1997).
5. Lektor Agama dalam Media Massa (1999).
6. Poligami dalam Pandangan Islam (2000).
7. Ensiklopedi Al-Quran (2000)
8. Anotasi Buku Islam Kontemporer (2000)

9. Kesetaraan dan Keadilan Gender “Perspektif Islam” (2001).

! Siti Musdah Mulia, ” Is/am Menggugat Poligami”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007,
blm. 201-205
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10. Analisis Kebijakan Publik (2002).

11. Untukmu Ibu tercinta (2002).

12. Seluk beluk ibadah dalam Islam (2002).

13. dan Sejumlah artikel-artikel tentang hukum Islam yang disajikan dalam

beberapa forum ilmiah, baik di dalam maupun di luar negeri.

Karya-karya Siti Musdah Mulia tersebut merupakan bukti kegelisahan
intelektualnya mengenai ketidakadilan di masyarakat. Ia mencoba melakukan
rekonstruksi metodologis tentang bagaimana menafsirkan al- Qur’an agar dapat

menghasilkan sebuah penafsiran yang sensitive gender dan berkeadilan.

. Metodologi Tafsir Pemikiran Siti Musdah Mulia
Siti Musdah Mulia adalah seorang perempuan muslim pemikir
kontemporer yang mencoba melakukan rekonstruksi metodologis tentang
bagaimana menafsirkan al-Qur'an agar menghasilkan sebuah penafsiran yang
sensitif gender dan berkeadilan. Dengan gagasan yang kritis, ia juga berusaha
mengaplikasikan metodologi yang dibangunnya tersebut.
Pendapat Siti Musdah Mulia, tidak terlepas dari semangat feminisme yang
mengalir dalam darahnnya. Tentu saja dipengaruhi lingkungan di mana ia hidup

dan bersosialisasi, sehingga berpengaruh pada pola fikir dan kepekaan terhadap
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fenomena yang terjadi di sekitarnya. Munculnya model tafsir yang khas
feminisme tersebut disebabkan oleh beberapa faktor:?
1. Realitas Sosial

Kabanyakan feminis hidup dalam lingkungan yang sangat patriarkhis.
Dan mereka menyadari bahwa ada pola budaya dan relasi yang ternyata tidak
menguntungkan perempuan. Kesadaran tersebut berpengaruh dalam
membentuk wacana feminisme di kalangan para mufasir feminis tersebut.
Yang akhirnya sangat berpengaruh di dalam upaya memahami ayat-ayat
keagamaan berdasarkan pandangan hidup mereka.

Dalam memahani teks spritual terhadap teks-teks keagamaan, para
feminis muslim menggunakan instrumen yang berbeda dari apa yang
digunakan oleh para mufasir klasik. Sehingga para feminis kontemporer
menghasilkan gagasan tentang posisi laki-laki dan perempuan yang egaliter

dan berkeadilan dari sudut pandang universal.

2. Perkembangan Global
Teknologi informasi yang berkembang demikian pesat akhir-akhir ini
menyebabkan terjadinya perubahan yang begitu komplek dalam kehidupan
umat Islam. Pergolakan “emansipasi” dan “demokrasi” di berbagai bagian

wilayah dunia dapat dengan begitu mudah diakses umat Islam dan ini sangat

2 Abdul Mustagim, 7TafSir Feminis Versus TafSir Patriarkhi: Telaah Kritis Penafsiran
Dekonstruksi Riffat Hasan, Yogyakerta: Sabda Persada, 2003, him. 65-72.
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berpengaruh pada kehidupannya. Perubahan sosial akibat globalisasi
menyebabkan pemikiran-pemikiran keislaman klasik mulai mengalami
“keterasingan” karena memang dalam hal-hal tertentu tidak mampu
menjawab persoalan yang terus berkembang akibat perubahan tersebut.
Munculnya fenomena-fenomana baru yang menjadi tantangan tersebut
mengharuskan para pemikir kontemporer muslim termasuk para feminis
untuk mencoba menggulirkan wacana baru sebagai respon perkembangan dan

perubahan karena globalisasi.

3. Tentang Hak Asasi
Munculnya penafsiran baru atas ayat-ayat al-Qur'an mengenai relasi
laki-laki dan perempuan, tidak terlepas dari kesadaran umat manusia dalam
masyarakat modern yang dikondisikan oleh isi-isu hak asasi manusia dan

martabat manusia.>

Serangan Barat kepada Islam, ikut mempengaruhi
pemikir-pemikir muslim untuk merumuskan kembali pemahaman keislaman

yang memang secara moral membela nilai-nilai egalitarianisme dan

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Sebuah metode, ide atau gagasan tidak ada satupun yang mempunyai
kelebihan sekaligus tanpa kekurangan. Begitu juga gagasan Siti Musdah Mulia,

Pertama, terkesan meninggalkan literatur lain, dalam hal ini adalah hadits

3 Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, Yogyakarta: LSPPA, 1994, him. 3
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tentang poligami, sehingga ia hanya membangun konsep pemikirannya
berdasarkan satu sumber al-Qur’an saja, padahal beberapa ayat al-Qur'an
terkadang perlu penjelasan dalam hadits Rasul yang dalam hal ini terkait
pembahasan poligami. Kedua, sebagaimana feminis muslim lain, cenderung
reaktif, emosional khas feminis dalam melempar apa yang menjadi gagasan
mereka. Maka sering kali cenderung mengundang reaksi keras dari berbagai
kalangan. Mereka dianggap memutar balikkan struktur epistimologi Islam,
meletakkan realitas sosial yang dihegemoni Barat di atas segala-galanya, realitas
sosial menjadi standar kebenaran, maka apapun yang tidak sesuzi dengan
konteks realitas harus diubah dan diinterpretasi.*

Reaksi ini wajar, karena gagasan-gagasan mereka cenderung bertentangan
dengan pemikiran klasik yang banyak dianut oleh sebagian besar umat Islam saat
ini. Ketiga, Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam menafsirkan al-Qur'an, yakni
dimana dalam pembacaan al-Qur'an harus memahami maksud dari ungkapan al-
Qur'an pada waktu diturunkannya untuk menentukan makna awal yang
sebenarnya. Makna tersebut menjelaskan maksud dari keputusan atau prinsip
dalam ayat tertentu.’

Point penting yang dapat diambil dari pemikiran Siti Musdah Mulia adalah

adanya upaya untuk membongkar pemikiran lama dan mitos-mitos lama yang

* Nirwan Syarif, Konstruk Epistimologi Islam: Telaah Bidang Figh dan Ushul Figh, dalam
Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam “ISLAMIA” Tahun II No. 5 Juini 2005, him. 47

3 Ibid., h. 52
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dibangun oleh budaya patriarkhi. Upaya ini dimulai dengan melakukan
rekonstruksi metodologi tafsimya, adanya mitos-mitos ini mengakibatkan
ketidak adailan gender yang hal itu tidak sesuai dengan semangat al-Qur'an.
Dengan demikian, apa yang menjadi gagasan Siti Musdah Mulia adalah sebuah
pemikiran yang bukan tanpa dasar yang patut untuk kita renungkan bersama dan
terbuka untuk selalu diperdebatkan.

Kemudian asumsi dasar yang dijadikan kerangka pemikirannya adalah
bahwa Al- Qur'an merupakan sumber tertinggi yang secara adil mendudukkan
laki-laki dan perempuan setara. Penegasan ini, ia dasarkan pada ayat-ayat al-
Qur’an 33:35, yang menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama

berhak menerima pahala dari Allah SWT. Sedangkan Q.S. 4:1

o4
=

AT A < TR B R TN (i
;.\.g-)wwﬂo(_;:ﬂl JI,A.AU,,L-JIL‘.

e

1

Artinya: "Bertagwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari nafs
yang satu.....” (an-Nisa: 1).

Kata naf$ tidak maskulin maupun feminim, dan menjadi esensial dari setiap
orang, laki-laki dan perempuan, begitu pula tidak disebutkan secara eksplisit
bahwa perempuan diciptakan dari nafs Adam saja. Karena itu kedudukan laki-
laki dan perempuan di hadapan Tuhan adalah sama dan sederajat.’ Karena itu,

perintah dan petunjuk Islam yang termuat dalam al-Qur'an mestinya

¢ Amina Wadud Amina Wadud, Qur’an Menurut Perempuan, (tarj.) Abdullah Ali, Jakarta:
Serambi, 2001, hlm. 57-58.
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diinterpretasikan dalam konteks historis yang spesifik dalam mengkaji persepsi
mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan terhadap penafsiran ayat-ayat al-
Qur'an. Menurut pandangan Siti Musdah Mulia, ada beberapa hal yang harus
diingat, yaitu:
1. Tidak ada Penafsiran yang Benar-benar Obyektif
Menurutnya, selama ini tidak ada satupun penafsiran yang benar-benar
obyektif. Masing-masing ahli tafsir sering melakukan beberapa pilihan
subyektif dan kadang-kadang tidak mencerminkan maksud dari nashnya.
Selain itu tidak adanya pemahaman yang tunggal terhadap ayat-ayat al-
Qur’an tersebut muncul sejak ayat-ayat tersebut diturunkan dari waktu ke
waktu.” Termasuk di antara para sahabat sebagai generasi yang paling dekat
dengan Rasul sekalipun sering berbeda pendapat antara satu dengan yang
lainnya. Perbedaan ini juga sampai kepada ulama mufassirin pada periode-
periode berikutnya. Maka tidak mengherankan bila kemudian muncul
penafsiran-penafsiran yang berbeda tentang makna yang terkandung dalam

al-Qur’an.

2. Kategorisasi Penafsiran al-Qur'an
Dalam hal ini, Siti Musdah Mulia menggunakan metode penafsiran

Maudu’i (tematik). Metode ini mengajarkan bahwa untuk memahami suatu

7 Asghar Ali Engineer, The Qur’an Women and Modern Society, (tarj.) Agus Nuryanto,
“Pembebasan Perempuan”, Yogyakarta; LKiS, 2003, him. 22.
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persoalan dalam Al-Quran tidak bisa mengandalkan satu atau dua ayat saja,
melainkan seluruh ayat yang menyinggung persoalan tertentu harus dilihat
dan dibahas satu persatu untuk mendapatkan benang merah yang bertautkan
kandungan dari berbagai ayat yang berbeda.®
Sebuah ayat harus dilihat secara utuh, tidak boleh hanya dilihat
sepenggal-sepenggal, apalagi hanya merujuk pada bagian tertentu dari suatu
ayat dan mengabaikan bagian ayat yang lain, dengan hanya mengambil
bagian ayat yang menguntungkan.
Adapun penafsiran mengenai perempuan, menurut Siti Musdah Mulia
ada tiga kategori, yaitu tradisional, reaktif, dan holistik.’
a. Tradisional
Model tafsir ini menggunakan pokok bahasan tertentu sesuai
kemampuan mufasir-nya, seperti hukum, nahwu, saraf, sejarah, tasawuf
dan sebagainya. Maka tafsir seperti ini bersifat afomistik. Artinya
penafsiran ini dilakukan atas ayat per ayat dan tidak tematik sehingga
pembahasannya terkesan parsial dan tidak ada upaya untuk mengenali
tema-tema dan membahas hubungan al-Qur'an dengan dirinya sendiri,

secara tematis. Dan yang paling ironi pada model penafsiran tradisional

8 Siti Musdah Mulia, Js/am Menggugat...., h. 92
? Ibid.,, h. 105
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c. Holistik
Merupakan penafsiran yang melibatkan banyak persoalan, sosial,
moral, ekonomi dan politik modern, termasuk persoalan perempuan yang
muncul pada era modern. Satu unsur khas untuk dapat menafsirkan dan
memahami setiap nas adalah nas sebelumnya yang disusun oleh panafsir
yang dipengaruhi oleh suasara bahasa dan budaya saat nas dibaca, maka

hal tersebut tidak dapat dielakkan dar dihindari. !

Maka menurut Siti Musdah Mulia betapa pentingnya analisis konsep
perempuan dalam al-Qur'an, bila mana diukur dengan perspektif ayat-ayat al-
Qur'an sendiri, baik itu dalam kekuatan sejarah, politik bahasa, kebudayaan,
pikiran dan jiwa maupun ayat-ayat Tuhan yang dinyatakan bagi seluruh umat
manusia. Melalui pengkajian ulang terhadap al-Qur'an berdasarkan prinsip-
prinsip keadilan sosial, persamaan manusia dan tujuannya sebagai pedoman
hidup.'?

Melalui kesadaran tersebut, Siti Musdah Mulia memberikan sebuah
tawaran metode yang harus dijadikan pegangan ketika akan menafsirkan ayat-
ayat al- Qur'an terutama ayat-ayat yang diduga bias gender. Yang dikemasnya

dalam tiga aspek penting, yaitu:

"' Fazlur Rahman, /s/am and Modemnity: Transformasi of an Intellectual Tradition, (tarj.)
Anas Muhyidin, Jakarta, Pustaka, 1996, him. Pendahuluan.

'? Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dslam Penafiran,
Yogyakarta: LkiS, 2003, him. 8-9
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. Dalam konteks apa teks itu ditulis atau kaitannya dengan al-Qur'an adalah

dalam konteks apa ayat tersebut diturunkan.

Sebagaimana komposisi tata bahasa teks (ayat) tersebut, bagaimana
pengungkapannya, apa yang dikatakannya.

Bagaimana keseluruhan teks (ayat), weltanschauung atau pandangan

hidupnya."

Sebagai langkah teknis operasionalnya, ketika akan menafsirkan setiap

ayat, yang harus dianalisis adalah:

1.

2.

Konteksnya;

Konteks pembahasan topik yang sama dengan al-Qur'an;

Menyangkut bahasa yang sama dan struktur sintaksis yang digunakan dalam
seluruh bagian al-Qur'an;

Menyangkut sikap benar berpegang teguh pada prinsip-prinsip al-Qur'an;

Konteks al-Qur'an sebagai weltanschauung atau pandangan hidup.'*

Dengan metode tersebut, Siti Musdah Mulia ingin menangkap spirit dan

ide-ide al- Qur'an secara utuh, holistik dan integratif hingga tidak terjebak pada

teks-teks yang bersifat parsial dan legal formal. Hal ini penting karena problem

penafsiran al-Qur'an sesungguhnya adalah bagaimana memaknai teks al- Qur'an

1 Amina Wadud, Qur ‘an menurut.... h. 35

' Komaruddin Hidayal, Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermenutik, Jakarta:

Paramadina, 1996, hlm. 166.
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yang terbatas dengan konteks yang tidak terbatas. Karena konteks selalu
mengalami perkembangan, apalagi pada waktu yang bersamaan kita ingin

menjadikan al-Qur'an selalu relevan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.



BAB III

PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG POLIGAMI

A. Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Poligami

1.

Menyingkap Tabir Poligami

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola
pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa dimana
masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami
menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan
dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi
perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-
rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.

Sebagai implikasinya, hal tersebut melahirkan relasi-relasi baru antara
laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keseharian. Dalam masyarakat
tradisional menyisakan adanya perbedaan satu dengan lainnya, yang pada
kenyataannya perempuan tidak banyak berperan dalam menentukan
masalah pribadinya. Oleh karena itu, perkavinan poligami pada masyarakat
seperti itu cenderung subur dan membudaya. Sebaliknya dalam masyarakat
yang sudah tersentuh modernitas dengan ditandai adanya perubahan

infrastruktur, maka terdapat perbedaan relasi antara laki-laki dan

34
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perempuan. Schingga perempuan memiliki hak untuk menentukan nasibnya
sendiri yang sebelumnya diabaikan dalam masyarakat tradisional.!

Berbagai macam alasan yang melatarbelakangi praktak poligami
merupakan pembahesan yeng perlu dikeii terhadap unsur kebolehannya,
sebagaimana tertuang dalam teks-teks suci dengan alasan yang ditemukan
dalam realitas sesungguhaya di masyarakat. Alasan pertama dalam
maraknya praktek poligami di masyarakat adalah bahwa poligami
merupakan sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni
ayat 3 surat An-nisa’.

Pengertian sunnah Nabi di masyarakat selalu dikaitkan dengan
poligami. Hal ini sesungguhnya mereduksi makna sunnah itu sendiri. Dalam
pengertian tentang sunnah Nabi yang paling mengemuka adalah
menegakkan keadilan dan kedamaian di masyarakat. Namun dalam
realitanya umat Islam memperaktekkan poligami, tetapi melupakan pesan
moral keadilan. Hal tersebut berarti jauh dari arti sunnah Nabi sebenarnya,
bahkan merupakan makna sebaliknya yang berarti melanggar sunnah.’

Berikutnya, Siti Musdah Mulia melakvkan apalikasi metode tersebut
mendasarkan pada satu-satunya ayat sebagai pembenaran bagi kebolehan

poligami yaitu surat An-Nisa’ ayat 3 :

! Nurohmah, Leli, Poligami Saatnya Melihat Realitas, Jakarta: Jurnal Perempuan: Untuk
Pencerahan dan Keseteraan, Edisi31, 2003,9

2 Muthahari, Murtadha, Wanita dalam Islam, (teri.) M. Hashem, Bandung: Pustaka, 20C0),
h.15
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Artinya : “Dan jika kamu takut tidak aksn dapat Berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau
empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,
Maka (kawinilah) scorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.
yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”®

Ayat diatas, menurut Siti Musdah Mulia, sepintas memang terlihat
pembenaran poligami. Akan tetapi, dengan menyimak redaksinya saja,
dapat diketahui secara jelas bahwa ayat tersebut bukan anjuran pembenaran
poligami, melainkan lebih pada membeﬁkap solusi agar para wali terhindar
dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian
mereka, yaitu dengan mengawini percmpuén lain saja. Berarti dengan
sendirinya terhindar dari perbuatan culas terhadap anak yatim, sebab motif
perkawinan dengan anak yatim dari para wali semata-mata hanyalah untuk

menguasai harta mereka. Inilah yang sering dilupakan oleh para pendukung

3 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjamahnya, Jakarta: Intermassa, 1986, him. 115
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poligami yaitu bahwa keberadaan ayat ini adalah dalam rangka perlakuan
adil terhadap anak yatim.*

Alasan yang sering diangkat di masyarakat dalam perbincangan
mengenai poligami adalah kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki.
Pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Sebab, jika mengacu pada data Biro
Pusat Statistik yang dimaksudkan dengan kelebihan jumlah perempuan
adalah perempuan yang berusia di bawah 12 tahun dan di atas 60 tahun
karena usia perempuan lebih panjang daripada laki-laki. Berkenaan dengan
hal ini, Siti Musdah Mulia ingin menegaskan bahwa perkawinan bukanlah
keharusan, terlebih lagi bukan kewajiban sebagaimana dipahami dalam
masyarakat. Perempuan bebas memilih menikah atau tidak. Kalaupun
menikah mendatangkan manfaat dan kebajikan bagi dirinya, maka menikah
lebih dianjurkan. sebaliknya jika perkawinan itu dapat menyebabkan
kesengsaraan dan ketidakadilan, maka sebaiknya ditunda.’

Alasan lain untuk poligami adalah menghindari perselingkuhan dan
zina. Dalam artian dengan berpoligami para suami terhindar dari perbuatan
mengumbar nafsu seksual mereka secara semena-mena. Hal ini Siti Musdah
Mulia menanggapi, seorang laki-laki yang berpoligami adalah mengumbar

hawa nafsunya dengan bayaran yang mahal, karena perempuan yang mau

h. 149

* Siti Musdah Mulia, /s/am Menggugat Poligami, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007),

* Lely, Poligami Saatnya...)h. 12
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melayani kepuasan seksualnya itu sébégai isteri yang sah dan harus
dinafkahi sebagaimana isteri yang lain, bzhkan anak-anak dari isteri itu juga
menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi pada kenyataannya, dalam
perkawinan poligami, laki-laki tidak mampu memenuhi tanggung jawab
sepenuhnya. Begitu banyak isteri dan anak-anak terlantar akibat poligami,
jadi perkawinan poligami harus dihapus dari masyarakat.

Poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, juga
merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap perempuan dan karenanya
jauh lebih menyakitkan perasaan isteri. Sebab, mana ada perempuan yang
rela dimadu, sebagaimana halnya laki-laki, mana ada yang rela bersedia
dimadu. Islam menuntun pengikutnya: laki-laki dan perempuan agar mampu
menjaga organ-organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus
pada segala bentuk pemuasan sahwat yang dapat mengantarkan pada
kejahatan terhédap kemanusiaan.

2. Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah Tenteng Poligami

Diakui bahwa pandangan figh banyak mewarnai penyusunan Hukum
Perkawinan, khususnya dalam KHI. Pandangan figh yang dimaksud pada
umumnya berasal dari kitab-kitab figh Idasik sehingga tidak heran jika
kandungannya memuat pandangan figh yang konservatif. Pembahasan
perkawinan dalam kitab-kitab figh menuniukkan perbedaan laki-laki dan

perempuan demikian eksplisitnya, misaluya laki-laki bolek terpoligami.
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Bahkan, sejak proses memilih jodoh, perempuan dinyatakan tidak punya
hak menentukan, yang menentukar adalah ayah atau walinya, dan hak
itulah disebut hak ijbar dalam figh. Selanjutnya, bagi laki-laki ada hak
untuk “melihat-lihat” calon isteri yang akan dinikahi, sedang bagi
perempuan tidak ada sama sekali.

Dalam kaitannya dengan permasalahan Hukum perkawinan
sebagaimana terdapat dalam Undang Undang Perkawinan (UUP) No. 1
Tahun 1974 pasal 3-4 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55-59
menganut kebolehan poligami. Ketentuan-ketentuan yang dipakai dalam
memberikan kebolehan berpoligami tersebut adalah :

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

b. Isteri mendapat cacat badan ata: peayakit yang tidak dapat
disembuhkan; dan |

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Akan tetapi ketiga alasan tersebut, menurut Siti Musdah Mulia, hanya
ada dalam aturan normatifnya belaka. Sebab, dalam realitas masyarakat
pada umumnya poligami dilakukan bukan karena ketiga alasan di atas,

melainkan lebih banyak hanyalah karena alasan syahwat.’

% Siti Musdah Mulia, Is/am Menggugat ...., h. 173



40

Siti Musdah Mulia mengkaji- lebih dalam bahwa ketiga alasan
pembolehan poligami yang diberikan oleh Pengadilan Agama, sama sekali

tidak mewadahi tuntunan Allah SWT. dalam surat An-Nisa’ ayat 19 :
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Artinya @ “ Hal orang-orang yang betiman, tidak halal bagi kamu
mempusakai wanita dengan jalan paksa dan jangsnlah kamu
menyusahkan mereke karepa kezdak mengembil kembali sebagian
dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila
mereka melakukan pekerjasn keji yang nyata dan bergaullah
dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai
mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai
sesuatu, Fadahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang

banyak”’

Dengan merujuk ayat diatas, undang-undang dan peraturan
pemerintah yang membolehkan suvami berpoligami hanyalah dilihat dari

kepentingan suami, sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan

? Departemen AgamaR!, al-Qur’an dan Terjamahnya, Jakarta: Intermassa, 1986, him. 122



41

isteri. Ketentuan tersebut menunjukkan posisi subordinat dan ketidak
berdayazan perempusaz ditadapan laki-laki ®

Seorang suami, hal ini terkait dengan kehidupan poligami yang hidup
bersama sejumlah isteri, sering memperturutkan keinginan hatinya untuk
mencintai salah seorang isteri saja dan mengabaikan isteri lainnya pada saat
waktu yang sama terkait dengan pendekatan emosi pasangan suami isteri,
sehingga mereka tidak menderita secara emosional, karena penderitaan
emosional tidak selalu dapat dihindarkan. Penderitaan emosional berusaha
dikurangi dan sangat disayangkan ada kesenjangan yang jauh antara ajaran
idealnya dan prakteknya yang terjadi.’

Islam adalah agama yang membawa misi pembebasan. Terutama
ditujukan kepada tiga kelompok yang sering disebut dalam Al-Quran
dengan istilah a/-Mustadh’afin (orang-orang yang dilemahkan): para budak,
anak yatim, dan kaum perempuan. Mereka disebut demikian karena hak-hak
mereka seringkali diperlemah atau diabaikan. anak yatim mendapat
perhatian yang tidak kalah pentingnya dari kalangan budak dan perempuan
karena mereka seringkali menjadi obyek perampasan harta disebabkan tidak

terlinduxngi oleh walinya.

® Fazlur Rahman, Tema Pokok 21-Qur’an; Iebarts: Fatarmagn, 1980, h.8S

® Abdul Mustagim, 7afsir Feminis cersus Tafsir Patriarkhi: Telaah Kiitis Penafsiran
Dekonstruksi Riffat Haszn, Yogyakarta: Sabda Persada, 2002 h. 84
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Ketika itu, perkawinan yang dilakukan dengan anak yatim perempuan
seringkali dimaksudkan hanya sebagai kedok untuk menguasai hartanya.
Kepada laki-laki yang tidak mampu berbuat adil terhadap anak yatim, Allah
SWT. menganjurkan agar tidak mengawini anak yatim, dan sebagai
alternatifnya dipersilahkan mengawini perempuan lain yang disukainya
sebanyak dua, tiga atau empat. Itu pun jika sanggup berbuat adil, kalau
tidak, cukup satu saja. Dari sini sangatlah jelas sekali bahwa asas
perkawinan dalam Islam adalah monogami, bukan poligami.'°

Demikian pendapat Siti Musdah Mulia tentang tidak
diperbolehkannya poligami karena memang alasan-alasan yang selama ini
diyakini, tidak pernah ada dalam al-Qur'an. Dengan demikian poin penting
yang dapat diambil dari pemikiran Siti Musdah Mulia adalah adanya upaya
uatuk membongkar pemikiran lama dan mitos-mitos lama yang dibangun
oleh budaya patriarkhi. Upaya ini dimulai dengan melakukan rekonstruksi
metodologi tafsimya, adanya mitos-mitos dan penafsiran yang bias
patriarkki dapat menycbabkar ketidakadilan gender dalam kehidupan
masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip dan dasar semangat al-Qur'an.
Karena al-Qur'an sendiri mendudukkan laki-laki dan perempuan dengan

sangat adil

1 Ibid., h. 99
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B. Landasan Pemikirar Siti Musdah Mulia tentang Poligami

Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, hal ini merupakan
bentuk perkawinan yang normal sesuai dengan ketentuan hukum alam. Adanya
fenomena poligami terus menimbulkan polemik dari waktu ke waktu karena
memang sebenarnya bentuk pekawinan itu jelas bertentangan dengan hukum
alam yaitu untuk hidup berpasang-pasangan.

Maka wajar kalau kehnudian gugataﬁ tentang perkawinan poligami
semakin gencar disuaraken oleh sebagian kelompok masyarakét yang
memavdang bahwa poligami dalarn lorteks scsial dan budaya banyak
menimbulkan madharat dari pada miaslabahnya. Apalagi alasan-alasan dalam
rangka pembenaran untuk berpoligami untuk sekarang sudah banyak yang
kehilangan relevansinya.

Islam tidak mengajarkan poligami, tidak juga memandang positif,
apalagi mewajibkan, Islam membolehkan bagi suami untuk melakukannya, akan
tetapi terdapat ketentuan-ketentuan syarat yang sangat ketat." Persyaratan yang
ditetapkan berpoligami itu sangat berat, dan hampir-hampir dapat dipastikan
tidak ada yang mampu memenuhinya.

Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa poligami pada hakekatnya adalah
selingkuh yang dilegalkan, juga merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap

perempuan dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan isteri. Jadi

"' Abbas Mahmud Al-Aqqad, A/-Mar’ah fi Al-Quren, Dar Al-Kutub, t.t. him. 107.
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perkawinan poligami harus dihapus dari masyarakat. Hal itu tentunya sangat
berbeda dengan pandangan umum para mufasir, fuqgaha dan Undang Undang
Perkawinan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Siti Musdah Mulia adalah satu dari sekian tokoh yang mencoba
melakukan beberapa terobosan dari sekian banyak pemikir-pemikir muslim
kontemporer. Yang mencoba melakukan kaiisn wlzng terhadap tema- tema
pokok al-Qur’an. Poligami dalam al-Qur’an menurut pemikiran Siti Musdah
Mulia adalah dalam konteks perlakuan adil terhadap anak yatim yang harus
dipenuhi oleh laki-laki yang bertanggungjawab mengelola kekayaan mereka.
Dan memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap
anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan mengawini
perempuan lainnya saja, sebab motif perkawinan dengan anak yatim dari para
wali semata-mata hanyalah untuk menguasai harta mereka. "

Di sisi lain, memahami ayat tentang poligami menurut Siti Musdah
Mulia, juga harus membaca ayat-ayat lein, Karena sebuah ayat turun kadang-
kadang mempunyai kaitan makna atau bisa jadi makna dan tujuan tersebut
mendapatkan kejelasan bila menelaah, memperhatikan serta membandingkan
ayat-ayat lain. Pendekatan ini di Indoresia diperkenalkan oleh Prof. Dr. Quraish

Shihab. Di mana prinsip yang harus diperhatikan ialah membiarkan al-Qur’an

"2 Siti Musdah Mulia, ’s/am Menggugat ..., h.91
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berbicara menurut dirinya sendiri. '’ Artinya jika terdapat kata atau istilah yang
maknanya belum jelas, segera bertanya dan mencari pada ayat yang lain yang
juga menggunakan kata yang sama, namun dalam konteks yang berbeda
Hendaklah diresapi terlebih dahulu makna dua ayat sebelumnya secara baik dan
benar mengenai apa yang terkandung ayat yang menjustifikasi poligami, yaitu

surat an-Nisa’ ayat 1:
a. o s 00 0 PR - - '._/o c’:’/ .T J’ﬁ/ :g El & LE .
Sy L g W Gty Sty b =l WSO LE L G g
2ot 77 2 @ £.1.,”7 ’»/r 'G’.‘- “ﬁ/‘/zl’ - A0
PSle Ol Al O FB5I 4 Ol (el AN 1, STy VST VG-, Uil

(V) &35

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwelah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah
menciptakan  isterinya; dar dari pads keduanya Allah
memperkembang biakkan lzki-Jaki dan perempuan yang banyak. dan
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya
kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan
silaturrahim. Sesunggubnya Allah selalu menjaga dan mengawasi

kamu.

Ayat diatas berisi penjelasan tentang penciptaan manusia laki-laki dan

perempuan. Keduanya adalah makhluk tuhan yang diciptakan dari nafs yang

" Komaruddin Hidayat. Memahami Bzhasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik, Jakarta:
Paramadina, 1996, him. 121.
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satu. Karena itu asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan adalah satu. Akan
tetapi pemahaman ajaran yang populer disosialisasikan di masyarakat bahwa
manusia pertama diciptakan manusia adalak adam. Setelah itu, Hawa istrinya
diciptakan dari tulang rusuk adam. Pemahaman bahwa Hawa selaku perempuah
pertama, tercipta dari bagian tubuh laki-laki, yaitu adam. Pemahaman demikian
membuat implikasi yang luas dalam kehidupan éosia] di masyarakat.

Selanjutnya ayat nertamz dalam snoet an-Nisa® juge mengandung
peringatan agar manusia (laki-laki dan perempuan) sama-sama bertagwa kepada
Allah. Bahkaﬂ peringatan itu divlang dua kali.

Kemudian ayat kedua surat an-Nisa’ berbunyi:

-,

o8 & ;..Qu,,.\ ] ‘,_QJ\’,;s sty _,.u\, ,...,.J\ L Y, M_\s,.s ST
(¥) a5 U

Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta
mercka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan
Jangan kamu makan harta mercka bersama hartamu. Sesungguhnya

tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar

Ayat tersebut berisi penegasan kep-adz; manusia agar berlaku adil,
terutama terhédap anak-anak yétirn. Ayat ini secara spesifik berbicara soal anak
yatim. Dalam‘ trariisi Arab iahiliych pewmelibaraan anak-anak yatim itu menjadi
tanggung jav/ab para walinya. Para wa'l beckmeen penuh atas diri anak yatim

yang beradz dzlam perwaliaanys, termeasvls /2en;inoal herta-harta mereka. Akan
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tetapi, dalam realitasnya menunjukkan tidak sedikit para wali yang kemudian
berlaku curang terhadap anak-anak yatim yang berada dalam perlindungan
mereka dengan cara tidak memberikan haﬁa mercka walaupun mereka sudah
dewasa. Tradisi jahiliyah yang keji dan tidak adil serta berlangsung sampai awal
Islam dan ayat ini kelihatannya diturunkan untuk mengecam tradisi tersebut.
Ayat ini memberikan warning betapa svlit (mustahil) untuk dapat
berbuat adil walaupun segala daya dan upaya dilakukan. Surat al-Baqarah ayat

187:

oéj:fuubf-i’wu ‘,S\.

Artinya : Isteri-isteri kamu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah
pakaian bagi mereka. (al-Baqarah : 187)."

Selanjutnya Allah menunjukkan jalan keluar sebagaimana terbaca dalam

ayat ketiga surat an-Nisa’:

F 0y o3 ‘_,.,.;\M.Jau,,_isuu, 16 S 1k ¥ 22

! AT

(‘H) ‘jJJ’:f yf R.S::" ..> ‘- _;._~ . : ’3 A JE w-ﬂ)}d *)j.bu Jf(,..a.-;- L)LQ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan  yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau

" Ibid., him. 45



48

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat inilah yang dijadikan landasan pembenaran poligami, apakah benar
ayat ini memberi petunjuk bagi kebolehan poligami? Sepintas memang terlihat
demikian karena didalamnya ada kalimat yang maknanya “kawinilah
perempuan-perempuan-lain yang kamu sukal da, tiga atau empat”. Akan tetapi,
denganr menyimak susnnen fedak_sitzya sgie, kita dapat mengetal;.lﬁ secara jelas
bahwa ayat ini buken anjuran wntuk pcligam™i, melainkan lebih pada memberikan
solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adi'l terhadap anak yatim yang
berada dalam pe.r;wali:zn rereka, yaitu dengen mengawiﬁi perempuan lain saja.
Karena jika mereka mengawini anzk-anak yatim tersebut, biasanya motif
perkawinannya hanya semata-mata hanyalah untuk menguasai harta mereka.

Siti Musdah Mulia sependapat dengan Quraish Shihab yang
menyayangkan kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat ketiga ini. Ayat ini
turun, sebagaimana dituturkan Aisyah ra, menyangkut sikap sementara wali
(orang yang dititipi anak yatim) yang ingin mengawini anak-anak yatim yang
cantik dan kaya yang berada dalam pengasvhannya, tetapi tidak ingin
memberinya mas kawin yang sesuai dan juga tidak ingin memberinya nafkah

secara adil. Ayat ini sejatinya mengecam perilaku culas tersebut dengan satu
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susunan kalimat yang tegas. Penyebutan dua, tiga dan empat pada hakekatnya
dalam rangka tuntutan berlaku adil pada mereka.'®

Ayat tersebut tidak memuat peraturan tentang poligami karena poligami
telah dikenal dan dipraktekkan oleh syariat agama daﬁ tradisi sebelum Islam.

Ayat ini juga tidak mewaiibkan poligsmi ataw repganjurkannya, melainkan
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oligami -dzn itupun hanya pintu darurat
kecil yang bolek dilalui noda saat 2met diperivk-n dan dengan syarat yang tidak
ringan.16 |

Banyak ahli tafsir menegaskan bahwa monogami adalah tatanan al-
Qur'an yang lebih disukai. Maka jika perkawinan poligami yang dilakukan maka
tidak akan terwujud kebersamaan sebagaimana maksud ayat tersebut (2 : 187).
Selain itu poligami adalah bentuk pengingkaran dari tujuan perkawinan yaitu
membangun rasa cinta dan kasih sayang (sakinah mawaddah warahmah)".

Sebagaimana ayat ar-Ruum, ayat 21 :

Ed

@ ’/0// _5//9’4/’/// - o}, ,0/’ /ogo‘ {fo a”/’/ 0.‘ o~ -
(,féolla“"J)°>}‘("<;ﬁJ"”}Lﬁtjll‘}K“ﬂ,L”|j)‘ - 9|wrgj‘3.l7'-d|£-le
?Jj,gu":: r}i]/ ’CJL;U :i).!i

[4
Artinya: Dan dizntara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan

vntukmu  isteri-isterimu  dzri jenismmu  sendiri, supaya kamu

cerderung dan merasa tsviramm Yapsdanya, dan dijadikan-Nya

' Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1996, h. 199
'8 Siti Musdah Mulia, fslam Menggugat Poligami, Jakarta: Gramedia, 2004, h. 98
' Lihat Pasal 3 KHI
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diantaramu rasa kasih dan sayang. sesunggunya pada yang
demikian iti: benar-benar terdipat tanda-tanda bagi kamu yang
berfikir. (ar-Ruum : 21)."

Dengan menelaah beberapa ayat tentang perkawinan tersebut, memang
benar bahwa cita-cita ideal dari al-Qur'an adalah perkawinan monogami. Maka
apa yang dijelaskan Siti Musdah Mulia bahwa alasan-alasan untuk berpoligami
sebagaimana rumusan para ulama (klasik) tidak pernah disebut dalam ayat-ayat

al-Qur'an.

'8 Ibid., him. 644



BABIV

ANALISIS TENTANG PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA

TENTANG POLIGAMI DAN RELEVANSINY A
DENGAN KONTEKS SEKARANG

A. Analisis Konsep Dasar Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami

1.

Tidak Dip=rbolehkanya Berpoligami

Alasan-alasap yang dikemukan pera ulania sebagaiman dijelaskan
mervpakan hasil jjtikad dav penafsiran, nzmun yang jelas dari kebanyakan
mereka mengalir pengalaman dan perspektif patriarkhi.! Sehingga apa yang
menjadi produk ijtihad dan penafsiran seringkali bias dengan kepentingan-
kepentingan kaum perempuan sebagai subyek hukum. Padahal seharusnya
dalam beberapa hal sama kedudukannya dengan kaum laki-laki baik scbagai
mukallaf maupun sebagai khalifzh di m=¥2 “umi.

Alasan-alasan sebagaimana ketentuwan para ulama di atas memang
sampai saat ini masih banyak dijadikan pembenar untuk melakukan poligami.
Padahal sebagaimana pendapat Siti Musdah Mulia alasan—alasan tersebut
jauh dari nilai-nilai persamaan. Mengap: “:ktor dari pihak perempuan yang

selalu menjadi sebab dalam pembenaran verpoligami,” dan sebaliknya seakan-

! Lihat Asghar Ali Engincer, Pererspuan dalsm Pasungan, (tari.) Agus Nuryanto,

Yogyakarta: LKJS, 2003, hilm. 65.

2 Fenomena ini Juga terjadi pada dalam bentuk pemaksaaan sterilisasi dalam keluarga

berencana. mangapa selalu pihak isteri atau perepuan yang harus memakai alat kontrasepsi,
sedangkan jarang laki-laki yang memakai alat kontrasepsi.

51



52

akan alasan-alasan tersebut mengakomodir keinginan kaum laki-laki (suami)
berdasarkan “ego” kelelakiannya. Apa yang dikemukakan oleh Siti Musdah
Mulia barangkali dapat menjadi pemahaman baru dalam konteks kekinian.
Misalnya alasan tidak poligami karena isteri mandul, menurut hemat penulis
memelihara anak yatim dan orang-orang vang masih dalam pengasuhan dan
uluran tangan lebih mulia dan lebih manusiawi dipandang dari sisi sosial.
Apalagi banyak saat ini berbagai bencana yang melanda diberbagai daerah
yang tentunya tanyak melahirkan anak-anak yang' perlu mendapat asuhan
dari pada pasangan tanpa anak tersebut.

Kemudian alasan yang cukup fenomenal adalah alasan bahwa jika
seorang suami tidak dapat terpuaskan dengan hanjra satu isteri saja
(hiperseks), jelas-jelas alasan ini tidak ada pembenar dalam al-Qur'an.
Biasanya alasan ini oleh para pendukung poligami adalah cara yang baik
untuk menghindari perselingkuhan. Kita ingat bahwa manusia diturunkan
untuk lebith memanusizkan marpeiz, vom: membedaken Jdengar mahkluk
lainnya. Salah satu ajaran agama adalah mendidik manusia agar mampu
menjaga organ-organ reproduksinya dan tidak mengumbar hawa seksualnya

sedemikian rupa.’

> Siti Musda Mulia, Js/am Menggugat Poligami, Jakarta: Gramedia, 2004, hlm. 61
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telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan
oleh kaum laki-laki. Dalam masyarekat, mesih kuat anggapan bahwa
suami memiliki keduduker yung lebih tinggi daripada isteri dan
karenanya suami mempunyai kekuasaan penuh mengatur rumah tangga.

Poligami berimplikssi pads mav-'nva besbagai bentuk kekerasan
terhadap perempuan, hal ini disebabkar suami menikah lagi atau suami
memiliki affair dengan perempuan lain. Penganiayaan yang dilakukan
terhadap isteri dapat be;upa pemukulan secara fisik, pemaksaan
hubungan seksual, ancaman, intimidasi, teror atau mengabaikan
kewajiban memberi nafkah.’

c. Implikasi sosial terhadap Masyarakat

Dalam kehidupan poligami, perahatian suami lebih banyak
tercurahkan kepada .isteri muda, sementara isteri yang lain diabaikan.
Ketimpangan urusan emosi perhatian dapat memicu timbulnya berbagai
konflik internal dalam kehidupan kelua:_f?é noligami.

Preblem sozia! leinnya vang sering muacul di masyarakat sebagai
implikasi dari poligami adalah nikek i hawah tangan, yaitu perkawinan
yang tidak dicatatkan, baik di kantor Pencatatan Nikah atau KUA bagi
umat Islam dan kartor cataten sipil {%.CS) bagi yang bukan muslim.

Suami yeng berpoligami khaveati verkaviipannya divetahui orang

5 Ibid, hlm. 149
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2. Dampak Poligami
Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga
peneliti menyimpulkan bahwa dampak (implikasi) poligami sangatlah tidak
menguntungkan:*
a. Dampak Sosio-Psikologis Terhadap Perempuan

Secara psikologis semua isteri akan merasa terganggu dan sakit
hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Sejumlah
penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata isteri begitu mengetahui
suaminya nikah lagi dengan perempuan lain, secara spontan mengalami
depresi, stres berkepanjangan, sedih dan kecewa karena merasa
dikhianati.

Problem psikologis lainnya adalah bentuk konflik internal dalam
keluarga. Dengan adanya persaingan terhadap permasalahan tertentu
sehingga menimbulkan permusuhan di antara sesama isteri, isteri dan
anak tiri atau anak-anak yang berlainan ibu. Padahal pertarungan
konflik-konflik tersebut hanyalah untuk memperebutkan perhatian lebih
banyak dari suami atau bapak mereka.

b. Implikasi Kekerasan Terhadap Perempuan
Akar masalah kekerasan terhadap perempuan adalah ketimphngan

dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang

1

4 Ibid, him. 135
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banyek sehingga dilakuken secara »=tasia ateu istilahnya nikah di bawah
tangan. Letalk permasalaharnyg neds jsterd ye;ng dipoligami yang tidak
memitiki Alda Milkah make porilalarses tidak szh secara hukum,
sehingga dengan sendirinva tidak dai)at menuntut hak-haknya, seperti
hak atas nafkah, warisan, harta gono-gini dan hak perwalian terutama
suaminya meninggal dunia.’

Keluarga adalah tonggak masyarakat, keluarga dapat berhasil dengan baik
hanya dengan dasar saling merghormati dan menghargai antara pasangan.
Salah satu upaya untuk saling menghormati dan menghargai ini adalah dengan
melaksanakan pernikahan monogami. Karena itu monogami bukan hanya ingin
mengangkat derajat dan martabat perempuan, tetapi lebih dari itu adalah untuk
saling menghormati antar pasangan (sﬁami isteri) sebagai usaha maksimal

untuk melahirkan anzk-anak yeng baik.
o>

B. Analisis terhadap Pemikiran Siti Mredah *-tia Tentang Poligami dan
Relevezsinya Terhaden Kontoks Sekazang
Fenomera pcligemi terjadi selama ini memang tidak mengenal tempat
wilayah, budaya dimanapun dan kapacprn, “crmasuk Indonesia. Poligami di
Indonesia sudzh ada sejak sebelum Islam mesvk, misalaya Jawa dan Bali adalah

diantara daerah yang telah lama memperakiekken noligami sejak Pra- Islam.

Mungkin dapat kita lihat pada masyarakat Bali yang beragama Hindu- Bali yang

¢ bid, hlm. 162
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mempraktekkan poligami. Agama Hindu-Bali ini pada mulanya berasal dari Jawa
yang masuk ke Bali pada masa kejayaan Majapahit. Bahkan poligami mendapat
legitimasi oleh agama Hirdn, walaupua hanya terbatas kz;langan atas (elite).”

Tradisi prektek poligami ini diperkuat cleh zﬁasuknya agama Islam ke
Nusantara yang mulai menyebar secara luas di awal abad ke 13. Ajaran Islam
memang membolebkan poligami, meskipin: dihatasi empat isteri (4: 3).
Keberadaan Surat an-Nisa ini menjadi pegangan dan disébarluaskan kepada umat
Islam di Indonesia, bahwa Islam memang mengizinkan poligami bagi kaum laki-
laki. Atas hal ini R.A Kartini menyebutkan dalam suratnya bahwa poligami yang
sudah menyebar sclama berubod-zbed v 3‘;‘;’:;;.;;'-.5'::. ipe.aperoleh pertindungan
yang kuat dari ajarar Islim, Zam i- '.-'"."'“",‘_{?‘,Z"J:.Z?,n ".;ahwa ia tak mampu
melawannya karena ia melihat adanva j:e:'}'."—"',i_ﬁen tr&ii'si budaya yang sudah
mengakar di masyarakat dengan ajaran-gjaver »gama Isi:fn.s

Dalam konteks ini memang agams Yslam menyatu dengan kesadaran
kolektif masyarakat yang kemudian ikut melegitimasi praktek poligami. Oleh
karena itu poligarei menjadi sulit dihentilen, bahkan diikuti oleh sebagian
masyarakat lain, seperti yang terjadi di Minangkabau misalnya. Sedangkan di

Jawa, pada awalnya poligami banyak dilakukan oleh kaum priyayi, namun

7 Budi Rajab, Meninjau Poligami Perspektif’ Antropoligi dan Keharusan Mengubahnya,
dalam “Jurnal Perempuan” Edisi 31, 2002, hlm. 73

# Berikut kutipan Surat R.A Kartini: “....Saya putus asa, dengan rasa pedih perih saya
puntir-puntir tanyang saya menjadi satu. Sebagai manusia seorang diri saja yang merasa tidak mampu
melawan kejahatan berukurusar raksasa, dan yag aduh alangkah kejamnya, dilindungi oleh ajeran
Islam dan dihidupi oleh kebodokar perempuan yang menjad kurbennya.....” Lihat dalam Budi Rajab,
Ibid. .
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kemudian dilakukan oleh para sanfri (tokch agama atau kiyai-kyai). Walaupun
mereka tidak melebihi 4 isteri sebagaimana yang dilakukan oleh golongan
priyayi di Jawa.”

Gejolak penolakan terhadap praktek poligami tersebut seakan berakhir
pada masa Orde Baru tzhun 1974. Yaitu dengan disahkannya Undang-Undang
Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di dalamnya tetap membolehkan praktek
poligami'® dan ini merupakan hasil kompromi yang mengakomodasi tekanan-
tekanan keras dari partai Islam dan Organisasi-organisasi Islam, terutama yang
dipimpin oleh laki-laki .Dalam nperialapanya kﬂbefadaan Undang-undang ini
masih terus menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Kelompok
kontra mengemukakan walaupun dalam Undang-undang Perkawinan menganut
asas monogami tetapi masih membuka cela’ﬁ bagi seseorang untuk melakukan
praktek pologami, ini artinya UUP mengandung inkonsistensi.'' Misalnya pasal
3 ayat 1:

“Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh

mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang

suami”’

® Ibid., hlm. 75

' Masalah Poligami ini dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur
diatur dalam 3 Pasal, vaitu: Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5

' Siti Musda Mulish, Zofam Mnggugat Poligzmi, $akarta: Gramedia, 2007, him. 171
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Namuz pada ayat berikutnya memberiken kelonggaran kepada pihak suami
untuk melakukan poligami walaupun hanyz terbatas empat orang. Yaitu Pasal 3
ayat 2:

“Pengadilan dapat memberikan izin kepada scorang suami untuk beristeri

lebih dari seorang apabila dikehendak oleh pihak-pihak yang

bersangkutan”.

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga terdapat
beberapa pasal inkonsistensi, di mana pembolehan poligami sebagaimana Pasal
55 ayat 2 yang menyebutkan:

“Syarat utama beristri iebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil

terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya”.

Syarat alternatif di atas yang mengandaikan kebolehan melakukan
poligami ditujukan untuk melindungi perempuan dari tindakan poligami yang
sewenang-wenang. Namun demikian, menurut Siti Musdah Mulia, tujuan di atas
karena perspektif yang digunakar carat dengan bias gender, tanpa
memperhatikan svara dan kepentingan pefempuan yang menjadi obyek dari
poligami itu sendiri, maka hasil ketentuan ketentvan tersebut Jjustru merugikan
perempuan. Syarat-syarat yang ditentukan hanya dibebankan kepada perempuan
sebagai isteri atau dengan kata lain perempuan dalam konteks ini hanya menjadi

obyek hukum dari peligarai. Undang-tndang bakkar tidak mengatur lebih jauh
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prosedur pelaksanaan, kontre! dan ancaman bagi pelanggaran terhadap keadilan
yang menjadi syarat bagi laki-laki yang melakukan poligami.

Selain syarat tersebut, ada syarat yang termaktu'b dalam Pasal 5 UUP No. 1
Tahun 1975, vaitu adanya persetyjuan isteri '1'1" odanya kepastian hidup isteri-
isteri dan anai-arak mereka. Namun, é:e'.‘:z nesal 55 dinyetdkan: “Dalam hal isteri
tidak mau memberikan persetyjuan, dzn nermchenen izin untuk beristeri lebih
dari satu orang berdasarkan atas salah éatu alasan');'angl diatur dalam Pasal 53
ayat (2) dan 5, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang isteri yang
bersangkutan di Pengadiian Agama, te:‘haéap f;e:zetapan ini isteri atau suami
dapat mengajukan beoding oten kuaca™,

Pasal ir:i ceakan-a'na 1nov giudik:*.si.’tﬁ: m2rapa larnhnya posisi perempuan.
Sebab, manakala isteri menolak memberikan persetujuan, Pengadilan Agama
dengan serta merta mengambil alih kedudukannya sebagai pemberi izin,
meskipun dialhir pasal terdapat klausul yeng memberikan kesempatan kepada
isteri untuk melakukan Banding. Padahal dalam realita; masyarakat kita malu
berurusan dengan masalah poligami, di satu sisi banyak masyarakat kita
terutama kaum perempuan masih banyak yang buta hokum dan belum mengerti
akan hak-hak mereka secara hukum.'

Dalam hal pemberian izin, Pengadilan Agama hanya akan member izin

kepada suami apabila suami tersebut memiliki alasan-alasan yang bisa diterima

12 1bid, him. 173
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oleh Pengadilen Agema. Sebagaimara ketentuan Pasal 57 Kompilasi Hukum
Islam sebagai berikut: P=rozdilan Agarn hanva Zan memberikan izin kepada
seorang suami yang akan beristri lebih deri seorang apabila:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban scbagai isteri.
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan."
Ketiga alasan ini szakan-akan hanva herlalr: nada tataran normative saja,

sebab dalam realitas di masyarakat melainkan alasan syahwat dan “ego” laki-

laki. Pernyataan “isteri tidak dapat menjalenkar. kewajiban sebagai isteri” dapat

di wilayah demestik. Konstruksi ini tente szja potensial melahirkan beban
berlebihan dan kekerasar terbasis gezder karena pada kenyataannya seiring
dengan meningkatnya akses pendidika» perempuan di wilayah publik juga
semakin terbuka. Jika pengertian kewajiban isteri chpahalm sebagai kewajiban
melayani keluarga di wilayah domestik, dan laki-laki terbebas dari wilayah
tersebut, maka beban yang tidak seimbang menjad: ancaman bagi perempuan.
Pendapat bahwa kemardulan seorang isteri dapat menjadi alasan seorang

suami untuk menikah lagi, ini menunjukkan seakan-akan kemandulan adalah

bencana yang datang dari pihak perempuan saja dan tidak menimpa laki-laki.

3 Depertemen Aozrma RY, 2ohon Pagwnelptes Tilue | G ol tie 2
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Atau seorang isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya karena sakit
berkepanjangan atau kelemahan fisik sebagai alasan'bagi laki-laki untuk menikah
lagi.'* Lalu bagaimana bila hal itu terjadi semua itv teﬁadi pada pihak suami ?
tentu tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini, karena memang tidak mungkin
seorang isteri untuk menikah dengan lebih dari seorang laki-laki dan hal itu tidak
pernah ada dalam ketentuan nash.

Kenyataannya adalah bahwa dalam penyusunan hukum perkawinan di
Indonesia memang dipengaruhi oleh pandangé.n figh. Pandangan figh dimaksud
pada umumnya berasal cari kitab-kitab figh ilasik sehingga tidak heran jika
kandungannya memuat pandangan figh yane mesih dinilai konservatif.!® Kitab-
kitab figh sesunggubnve odalah kitoh-lito™ “v-ang kandungaanya memuat
interpretasi atau penafsizan secara knltura] ta-2adap u}’at ayat al-Qur’an.

Fenomena di atas menujukkan salah satu proses penolakan terhadap
poligami di Indonesia. Di mana praktek poligami saat ini dipandang mempunyai
kekuatan hukum, vang membuka celah bagi sssecranz nntuk dapat berpoligami.
Para feminis memandang bahwa poligami di Indcnesia adalah salah satu bentuk

kekerasan negara terhadap perempuan. Kekerasan bentuk ini sering kali

14 Muhammad Syahrur, Nakiwu Ushul Jadideh % &l-Figh al-Islam, (ter.) Sehiron Syamsuddin
& Burhanuddin, “Metodologi Figh Islam Kontmporer”, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004, him. 430
1® Siti Musda Mulia, op. Cit.. hlm. 185



mengakibatkar berbagai dampak, baik terhadap fisik maupun integritas mental
psikologis sescorang. '®

Gelombang tuntutan atas perubahan peraturan perundang-undangan
tersebut tampaknya mempunyai kesesuain dengan ide dan cita-cita yang
dibangun Siti Musdah Mulia. Meskipun konteks sosial yang melandasinya
berbeda dengan realitas di Indonesia. Fertiinbangan yang dipakai oieh Siti
Musdah Mulia tampaknya adaleh realitas universal terhadap fenomena
perempuan. Sedangkan gelembang terhadsan psmbs‘.i;aruan dalam konteks
Indonesia adalah berhadapan dengan institwsi negara yaitu produk hukum dan
peraturan regera. Namun substansi gagesan para feminis di Indonesia dengan
konsep Siti Musdah Mulia, mempuyai kesamaan tuj;uan yang hendak dicapai
yaitu terciptanya prinsip persaudaraan .(a/-’khwan), kesetaraan (al-musawwah)
dan keadilan (a/- ‘adalah) di masyarakat khususnya umat Islam.

Dengan demikian, ketentuan pembolehan poligami adalah merupakan
produk hukum Islam (figh) sebagai hasil ijtihad para fuqaha ketika itu. Sebagai
hasil ijtihadiyah manusia, maka kebenarannya tidaklah bersifat absolut namun
bersifat relatif sesuai dengan relativitas konstruksi pemikiran manusia itu sendiri
yang tidak bisa lepas dari ruang dan wakiz celhingga tidak menutup kemungkinan
terjadinya pergeseran paradigma (shitinc -~~~ Aizm) dicebabken mrmculnya

anomali konteks zaman yang berubah. Oleh Yarera jtu, ketentvan tersebut dapat

A

¥ Manscwr Fakih, Acciol Cender don Trapsfi i fasfai, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2001, hilm. 17.
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saja berubah sesuvai dengan perubahan dar perkembangan zaman sebagaimana
dikemukakan cleh Ibn Qayyim bahwa suatu perdapat atau fatwa dapat berubah
seiring perubahan waktu, tempat, dan kondisi sosio-kultural masyarakat
setempat.'’

KHI maerupaken selch satu responsihilif=« o ::;:’:'.L.fah terhadap kenyataan
hukum yang hidup dalem masyarakat !slem Iadoresia untuk diakui secara legal
dalam perundang-undangan. Namun setelah XHI tersusun, ia juga tidak lepas
dari kondisi (empat don keadasn agar sejsjar dengan gerak dinamika laju
perkembangan masyaraiet.

Berdasarkan alasan-alasan inilah meka, mereka membuat alternatif lain
yaitu Counter Legal Dmﬂ-Kompi]agi Hukum Islam,’® gagasan ini diprakarsai
oleh beberapa tokoh ini diantaranya Df Siti Musdah Mulia, Abdul Mogsith
Ghazali dkk."” Meskipun usulan tersebut dibatalkan oleh Menteri Agama Maftuh

Basuni pada tanggal 14 Februari 2005, karena dianggap tidak sesuai dengan

"7 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, /‘fim al-Muwaqqi‘in, (Beirut: Dar al-Kutub al-Iimiyyah, 1991),
hlm. 11

18 Beberapa pasal yepng diannggap - kentroversial acdalah: 1) Asas perkawinan adalah
monogami {Pasal 3 ayat !j perkawinan diluar gyai 1 harus dinyatakan batal secara hukum (Pasal 3
ayat 2), 2) Calon suami atau isteri harus berusia minimal 19 tahun (Pasal 7 ayat 1), 3) Calon isteri
dapat mengawinkan diricya seadiv desgan syerst ‘ertitu OzszV 7 gyat 1), 4) Peremapuan dapat
menjadi saksi (pasal: 11), §5) Calon isteri bisa membcnkan 'nah..r (Pzsal 16), 6) Calon suami dan isteri
bisa melakukan perjanjian perkawinan dalam jangka wakta t-rteatn (Pasal 28), 7) Perkawinan beda
agama pboleh (Pasal 54). Selain itu juga mengenai waris, yaitu: 1) Azzk beda agama tetap menapatkan
warisan (Pazsal 2 huref e), 2j begiz: warison uniuk anck laki- laki dec epsk perempuan sama 1:1 (Pasal
8 ayat 3), 3) crak luar mka?. vang diketehui secara pasti avel: Hielogisnya tetap mendapatkan warisan
dalam jangka waktu iertentu (P&a{ 16 ayat 2). Dikutip dari sit<: httn://wrww.alirsyad.or.id

Lihat -website: Gtrpi/iclambib.com’ tenteng Tangpapan soal CLD-KHI. Yang

dipublikasikan tanggal 5 Mcfr‘ ?009
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pandangan mayoritas umat Islam Indonesia dan rawan menimbulkan konflik di
masyarakat.”’

Di samping itu juga, salah satu obsesi al-Qur’an sendiri adalah
terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Keadilan dalam al-Qur’an mencakup
segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai
anggota masyarakat. Karena itu al-Qur’an tidak mentolerir segala bentuk
diskriminasi, bai% berdasarken kelompok etnis, warng kulit, sukv bangsa,
kepercayaan mavruz veng berlaserkim ferie kelnmin. KHI merupakan szlah satu
responsibilitas pemerintz%  {erhadap kenyaizen 'hukum yang hidup dalam
masyarakat islam Indoresia untuk diakui secara legal dalam perundang-
undangan dan :nerupakan salzh satu sumber ruivkan hakim dalam menyelesaikan
kasus hukum tertznty, diakvi oleh Yakya Haral:ap baru merupakan langkah awal
yang sifatnya btelum firal dan belum sampumé, tidak menutup diri untuk
direkonstruksi. Oleh karenanya beliau menganjurkan perlu dibvat kembali KHI
ke arah perumusan yang lebih matang atau maturity law yang berdimensi
rasional, praktis dan aktual.”'

Secara filosofis hai demikian sangat dimungkinkan. Hal ini dikarenakan
realitas umat Islam saat ivi jauh berbeda dengan gealitas umat Islam ketika

formulasi KHI dibuat. Tingkat perkembangan pemikiran manusia itu

%0 Miftahus Surur. Belgjer dari Pembatalen Counter Legal Dreft KHI, KOMPAS, Senin 28
Februari 2005. :

"' M. Yahya Harahap, “Iaforrasi Matzri Koempiiasi Heken Islam: Memposititken Abstraksi
Hukum Islam’; dalam Cik Hasan Bisri (ed.), Kompilesi Hukvm Is’em dan Peradi'sn Agsma dalam
Sistem Hukum Nasicaal, Cet. 1, (Jakurta: Logos Wacana Umu, 19993, him. 40-77.



65

berkembang dari masa ke masa. Karera konteks zaman, ruang dan waktu yang -
berbeda, tidak menutup kemungkinan semengnt peraturan tersebut mengardung A
anomali-anomali ketika dihadapkan dengan realitas koatemporer. Ketentuan .
dalam pembahasan pembolehan poligami merupakan hal yang perlu dikaji
kembali. Dengan demikian, befpoiigarrd terkait dengan adanya
ketidakseimbangzr Yedudokm antarn Fr02. 1000 Ton perewpuas juga msiupakan
dampak buruk yang lebih tesar bagi kelvarga poligami, dapat dijadikan tawaran
pemikiran alterpat’f dan scbagai bahen masuan yang bemnilai positif dalam
menyempurnakan rumusan KHI ke depém Yang berkeadilan gender, rasional,
aktual dan selaras dengan gerak dinamika laju perkcmbangan masyarakat Islam

pada khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya.



BABV

PENUTU?P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di depan, setelah mengadakan penelitian dan

penelaahan secara seksama tentang STUDI ANALISIS TENTANG PEMIKIRAN

SITT MUSDAH MULIA TENTANC POLIGAMI, maka penulis dapat

menyimpulkan sebagai berikut:

1.

Menurut pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami adalah merupakan
konteks perlakuan adil terhadap anak yatim. Dan memberikan solusi agar
parz wali terbindar dari berbuat tidak adi! terhadap anak yatiin yang berada
dalam perwalian mercka, yaitu dengan “"”g'\“n perempuan lain saja.
Berarti dengan sendirinya terhindar dari perbuvatan culas terhadap anak
yatim, sebab mwotif perkawinan dengan azak yatim dari para wali semata-
mata hanyalah untuk menguasai harta mereka.

Landasan pemikiran Siti Musdah Mulia dalam memahami ayat poligami
sural An-Nisa ayat 3, menggunakan metods penafsiran Maudu’i (tematik).
Metode ini mengajarkan babwa untuls mermehomi suatn persoalan dalam Al-
Quran tidak bisa mengandalkan satu arav dua avat saja, meleinkan seluruh
ayat yang menyingpgung persoalan tertentn bams %ilihat dan dibahas satu

persatu untuk mendapatkan benang merah dalam kandungan ayat tersebut.

66



68

3. Kepada para pihak, Perlu perubahan mendasar terhadap status perempuan
dan sikap-sikap terhadap baik perempuan maupun laki-laki dalam
masayarakat. Perlu upaya terus menerus dan strategis untuk mendekonstruksi
struktur kekuasaan tradisional yang seicma ini cuda® dianggap sah-sah saja
dan juga mendekosntruksi asumsi-asumei buvdaya dan agama yang

memperkuat dan melegitimasi kekerasan berdasarkan gender ini.
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